
e. bahwa ...... I 

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pertanian 
Nomor 521/648/Distan/VI/2019 perubahan Nama Lokasi 
Kegiatan Anggaran DAK Bidang Pertanian sesuai dengan Rencana 
Kerja (RK) DAK Bidang Pertanian yang sudah disetujui oleh 
Kementerian Teknis Terkait perlu dilakukan perubahan Nama 
Lokasi Kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas 
Pertanian; 

b. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara Balige tentang Penyaluran DAK Fisik 
Tahap I dan DAK Fisik sekaligus Tahun Anggaran 2019 
menyatakan bahwa salah satu persyaratan Penyaluran DAK 
Tahap I adalah Rencana Kegiatan (RK) yang telah disetujui oleh 
Kementerian Negara/Lembaga (K/L) Teknis terkait; 

c. bahwa setelah dilakukan perhitungan kebutuhan Belanja Wajib 
yaitu khususnya Belanja Gaji Pokok dan Tunjangan pada Dinas 
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga bahwa Anggaran yang 
ada hanya mampu untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan 
Pegawai sampai dengan Bulan Juli Tahun 2019 (termasuk THR 
dan Gaji Ketigabelas); ~ 

d. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Belanja Wajib pada Dinas 
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga tersebut dilakukan 
dengan mengurangi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai CPNSD 
yang dialokasikan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah; 

• 
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9. Peraturan .... / 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

• 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Samosir tentang Perubahan Ketiga Peraturan 
Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. 

• 

Mengingat 

• 



1. Pendapatan ..... / 

Pasal 1 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019, diubah sebagai berikut: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN KETIGA 
ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 64 TAHUN 2018 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. 

MEMUTUSKAN: 

• 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerin tahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Nomor 66 Tahun 2018 Seri A 
No. 50); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 701); 

15. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 
Nomor 67 Seri F Nomor 540); • 



Pasal 4 ..... ./ 

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 
dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Rp 23.651.756.970,00 
Rp 179.059.516.147,00 
Rp 190.194.701.592,00 
Rp 392.905.974. 709,00 
Rp 896.570.191.637 200 
(Rp 9.162.014.504,00) 

Rp 13.162.014.504,00 
Rp 4.0000.000.000,00 
Rp 9.162.014.504,00 

Rp 0,00 

Pasal 2 

Tahun berkenaan . 

Surplus I (Defisit ) .. 

3. Pembiayaan Daerah: 
a. Penerimaan . 
b. Pengeluaran . 
Jumlah Pembiayaan Netto . 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran • 

Jumlah Belanja . 

• 
5) Belanja Bantuan Keuangan 

Kepada Pemerintahan Desa.... Rp 157.426.775.700,00 
6) Belanja Tidak Terduga............ Rp 2.440.000.000,00 ~~~~~~~~~~~ 
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 503.664.216.928,00 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai.. . 
2) Belanja Barang dan Jasa . 
3) Belanja Modal. . 

Jumlah Belanja Langsung . 

1. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah .............. Rp 57 .343.457 .195,00 
b. Dana Perimbangan ..................... Rp 649.367 .348.000,00 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah 

yang sah Sejumlah ..................... RQ 180.697.371.938100 
Jumlah Pendapatan .................. Rp 887 .408.177 .133,00 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai. ..................... Rp 331.300.433.688,00 
2) Belanja Hibah ......................... Rp 7.368.600.000,00 
3) Belanja Bantuan Sosial. .......... Rp 3.000.000.000,00 
4) Belanja Bagi Hasil kepada 

Pemerintahan Desa ................ Rp 2.128.407.540,00 



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR 
TAHON 2019 NOMOR 8-~ SERIF NOMOR q-1 

Drs. JABIA~£:. M.Hum 
PEMBINA UTAMA MADYA 
NIP. 19631212 199003 1 007 

2019 
Diundangkan di Pangururan 
pada tanggal 1). o1A It 

SEKRETARIS DAERAH, 

BUPATI SAMOSIR, 
Cap/Dto 

RAPIDIN SIMBOLON 

Ditetapkan di Pangururan 
pada tanggal 2 Juli 2019 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir. 

Pasal 5 

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam 
peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan 
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal 4 

• 

• 


